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Omnibus Law

• Memudahkan investasi asing dengan mempermudah dan 
menghilangkan hambatan birokrasi.
• Merugikan buruh – pasar perburuhan lebih kompetitif (PHK semakin 

mudah dan murah).
• Persyaratan lingkungan hidup yang ketat dilonggarkan.
• Mengambil kewenangan dari daerah dan Lembaga-Lembaga lain 

untuk mempercepat pelayanan dan investasi bisnis.



Pertanyaan

• Mengapa pemerintah membuat Omnibus Law – RUU Cipta 
Kerja?
• Bagaimana proses perumusan dan pembahasan Omnibus 

Law – RUU Cipta Kerja?
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• Korupsi dalam 
pelayanan bisnis 
dan investasi telah 
mengalami 
perbaikan.
• Korupsi peradilan 

dan korupsi politik 
yang justru 
menyebabkan skor 
rendah CPI.



Mengapa pemerintah membuat RUU Cipta Lapangan 
Kerja?

• Indonesia berkompetisi dengan negara-negara Asia lain untuk 
menarik investasi asing.
• Investasi asing dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

menciptakan lapangan kerja, meningkatan penerimaan negara, dsb.
• Secara umum, Indonesia telah memperbaiki iklim investasi. 
• Selain kemudahan birokrasi dan pelayanan bagi bisnis, ada faktor lain: 

jaminan investasi, korupsi dan berbagai aspek dalam kelembagaan.
• Problem kelembagaan: demokrasi patronase (korupsi politik) dan 

korupsi peradilan. 



Bagaimana proses pembahasan Omnibus 
Law?
• Proses pembahasan Omnibus Law terkait dengan dinamika politik.
• Menguatnya gerakan populis Islam dan persoalan ketimpangan 

ekonomi dan politik.
• Menurunnya demokrasi dan penggunaan strategi otoriter sebagai 

respon terhadap gerakan populis Islam.  Pemerintahan Jokowi 
memperbesar koalisi untuk melemahkan dukungan bagi populis 
Islam.
• Karakteristik Presiden Jokowi – background non-elite, tidak mendapat 

dukungan penuh dari parpol, dibatasi dua periode yang singkat à
butuh output nyata.



Praktik 
legislasi



Kritik atas pembahasan Omnibus Law

• Membatasi partisipasi publik. Jika tidak setuju, diarahkan ke MK karena 
Presiden merasa telah mendapatkan dukungan dari elit (memperbesar 
koalisi, merevisi UU KPK).
• Omnibus Law berpotensi menurunkan akuntabilitas praktik bisnis dan 

investasi untuk menarik modal global masuk ke Indonesia. 
• Omnibus Law mengakomodir kepentingan bisnis (dan elit) dan pada saat 

yang sama membatasi partisipasi publik.
• Potensi korupsi justru akan semakin membesar karena institusi 

akuntabilitas semakin dilemahkan.
• Pembahasan Omnibus Law merefleksikan politik periode kedua Jokowi. 

Kompromi dengan kepentingan elit, menurunkan akuntabilitas, membatasi 
partisipasi, menggunakan cara-cara otoriter sebagai respon atas 
menguatnya gerakan populis Islam dan berbagai protes lain.



Penutup
• Dari survey persepsi korupsi (CPI), problem di Indonesia bukan pada 

pelayanan bisnis dan investasi tetapi justru pada praktik korupsi 
peradilan dan korupsi politik yang berakar pada demokrasi patronase. 
• Sistem politik demokrasi mengatur agar semua pihak dilibatkan, 

semua aspirasi ditampung, dan kebijakan publik dirancang agar tidak 
merugikan kepentingan publik. Demokrasi membutuhkan waktu lama 
karena hendak memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal. 
• Pembahasan Omnibus Law membutuhkan waktu lama untuk 

memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan membuka celah bagi 
praktik korupsi.





Sekian dan terima kasih


